
WALIKOTA BIMA 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA BIMA 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENJUALAN TANAH/BANGUNAN DAN BARANG LAINNYA MILIK 

DAERAH KOTA BIMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BIMA, 

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 120 
Peraturan Daerah Kota B ima Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah Kota Bima, per lu 
menetapkan Peraturan Wal ikota tentang Tata Cara 
Penjualan Tanah/Bangunan dan Barang Lainnya Mi l ik 
Daerah Kota Bima; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota B ima d i Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang 
Administras i Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mi l ik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5533); 

8. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 
2036); 

10. Peraturan Daerah Kota B ima Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota B ima T a h u n 2007 Nomor 79) 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota B ima 
Nomor 6 T a h u n 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota B ima Tahun 
2015 Nomor l61 ) ; 

11 . Peraturan Daerah Kota B ima Nomor 1 T a h u n 2017 
tentang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah Kota B ima 
(Lembaran Daerah Kota B ima T a h u n 2017 Nomor 185); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENJUALAN TANAH/BANGUNAN DAN BARANG LAINNYA 
MILIK DAERAH KOTA BIMA. 



BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wal ikota i n i , yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bima. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u rusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota. 
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang m i l i k daerah adalah Kepala 

Daerah. 
5. Wal ikota adalah Wal ikota Bima. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota B ima yang 

berkedudukan sebagai pengelola barang m i l i k daerah. 
8. Pengelola Barang Mi l ik Daerah yang se lanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab me lakukan 
koordinasi pengelolaan barang m i l i k daerah. 

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah u n s u r 
pembantu Kepala Daerah dan DPRD da lam penyelenggaraan u rusan 
pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah. 

10. Un i t kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

11 . Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah 
Peraturan Walikota. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
APBD adalah rencana keuangan t a h u n a n daerah yang yang di tetapkan 
dengan Perda. 

13. Barang m i l i k daerah adalah semua barang yang dibel i a tau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dar i perolehan la innya yang sah. 

14. Tanah adalah permukaan b u m i dan t u b u h b u m i yang ada d i bawahnya. 
15. Bangunan adalah kons t ruks i t ekn ik yang d i t anam atau d i l ekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan. 
16. Barang la innya adalah semua barang m i l i k daerah selain tanah dan 

bangunan. 
17. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunya i 

fungsi pengelolaan barang m i l i k daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan daerah. 

18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang m i l i k daerah. 

19. Kuasa Pengguna Barang Mi l ik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala u n i t kerja a tau pejabat yang d i t u n j u k 
oleh Pengguna Barang u n t u k menggunakan barang m i l i k daerah yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 



20. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang m i l i k daerah pada Pengguna 
Barang. 

2 1 . Pengurus Barang Mi l ik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 
Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional U m u m yang 
diserahi tugas mengurus barang. 

22. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
menerima, meny impan, mengeluarkan, dan menatau sahakan barang 
m i l i k daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

23. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional U m u m yang 
diserahi tugas menerima, meny impan, mengeluarkan, menatau sahakan 
barang mi l i k daerah pada Pengguna Barang. 

24. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu da lam penyiapan adminis t ras i m a u p u n teknis penatausahaan 
barang m i l i k daerah pada Pengelola Barang. 

25. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan adminis t ras i m a u p u n teknis penatausahaan 
barang m i l i k daerah pada Pengguna Barang. 

26. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
meny impan, mengeluarkan, menatau sahakan dan mempertanggung 
j awabkan barang m i l i k daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

27. Penilai adalah p ihak yang me lakukan peni laian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang d imi l ik inya . 

28. Penilaian adalah proses kegiatan u n t u k member ikan sua tu op in i n i l a i 
atas suatu objek peni laian berupa barang m i l i k daerah pada saat 
t e r tentu . 

29. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 
Pemerintah Daerah. 

30. Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah adalah kese luruhan kegiatan yang 
me l iput i perencanaan kebu tuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, peni la ian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

3 1 . Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang m i l i k daerah yang t idak 
d igunakan u n t u k penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau 
opt imal isasi barang m i l i k daerah dengan t idak mengubah status 
kepemi l ikan. 

32. Sewa adalah pemanfaatan barang m i l i k daerah oleh p ihak la in da lam 
j angka w a k t u ter tentu dan mener ima imba lan uang tuna i . 

33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya dis ingkat KSP adalah 
pendayagunaan barang m i l i k daerah oleh p ihak la in da lam j angka w a k t u 
te r tentu da lam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber 
pembiayaan lainnya. 



34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya d is ingkat BGS adalah pemanfaatan 
barang m i l i k daerah berupa tanah oleh p ihak la in dengan cara 
mend i r ikan bangunan dan/atau sarana ber ikut fasil itasnya, kemudian 
didayagunakan oleh p ihak la in tersebut da lam j angka w a k t u ter tentu 
yang telah disepakati , u n t u k selanjutnya d iserahkan kembal i tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana be r iku t fasi l itasnya setelah 
berakhirnya j angka w a k t u . 

35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya dis ingkat BSG adalah pemanfaatan 
barang m i l i k daerah berupa tanah oleh p ihak la in dengan cara 
mend i r ikan bangunan dan/atau sarana be r iku t fasil itasnya, dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan u n t u k didayagunakan oleh p ihak 
la in tersebut da lam jangka w a k t u ter tentu yang disepakati . 

36. Kerja Sama Penyediaan In f ras t ruk tur yang selanjutnya dis ingkat KSPI 
adalah kerjasama antara pemer intah dan badan usaha u n t u k kegiatan 
penyediaan in f r as t ruk tur sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

37. Pemindahtanganan adalah pengal ihan kepemi l ikan barang m i l i k daerah. 
38. Penjualan adalah pengalihan kepemi l ikan barang m i l i k daerah kepada 

p ihak la in dengan menerima penggantian da lam bentuk uang. 
39. Tukar Menukar adalah pengal ihan kepemi l ikan barang m i l i k daerah yang 

d i l akukan antara pemer intah pusat dengan pemer intah daerah, antar 
pemer intah daerah, a tau antara pemer intah daerah dengan p ihak la in , 
dengan mener ima penggantian u tama da lam ben tuk barang, pa l ing 
sedikit dengan n i la i seimbang. 

40. H ibah adalah pengalihan kepemi l ikan barang dar i pemer intah pusat 
kepada pemer intah daerah, antar pemer intah daerah, a tau dar i 
pemerintah daerah kepada p ihak la in , tanpa memperoleh penggantian. 

4 1 . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengal ihan kepemi l ikan 
barang m i l i k daerah yang semula merupakan kekayaan yang t idak 
d ip isahkan menjadi kekayaan yang d ip i sahkan u n t u k d iperh i tungkan 
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha m i l i k negara, badan 
usaha m i l i k daerah, a tau badan h u k u m la innya yang d im i l i k i negara. 

42. Pemusnahan adalah t indakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
barang m i l i k daerah. 

43. Penghapusan adalah t indakan menghapus barang m i l i k daerah dar i 
daftar barang dengan menerb i tkan keputusan dar i pejabat yang 
berwenang u n t u k membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dar i tanggung jawab adminis t ras i dan 
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang me l i pu t i p embukuan , 
inventarisasi , dan pelaporan barang m i l i k daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

45. Dokumen kepemi l ikan adalah dokumen sah yang merupakan b u k t i 
kepemi l ikan atas barang m i l i k daerah. 

46. Daftar barang m i l i k daerah adalah daftar yang memuat data se luruh 
barang m i l i k daerah. 



47. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang m i l i k 
daerah yang d igunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 
m i l i k daerah yang d im i l i k i oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

49. Rumah Negara adalah bangunan yang d i m i l i k i Pemerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat t inggal a tau h u n i a n dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 
negeri s ipi l pemer intah daerah yang bersangkutan. 

50. Pihak la in adalah p ihak-p ihak selain Kementerian/ Lembaga dan 
Pemerintah Daerah. 

BAB I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang l ingkup Peraturan Wal ikota i n i me l iput i ta ta cara penjualan 
tanah/bangunan dan barang la innya m i l i k daerah pada: 
a. Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang. 

BAB I I I 
PENJUALAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip U m u m 

Pasal 3 
(1) Penjualan barang m i l i k daerah d i laksanakan dengan pert imbangan: 

a. u n t u k optimalisasi barang m i l i k daerah yang berlebih a tau t idak 
d igunakan / d imanfaatkan; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila d i jua l ; 
dan/atau 

c. sebagai pelaksanaan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Barang m i l i k daerah yang t idak d igunakan/d imanfaatkan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a adalah barang m i l i k daerah yang t idak 
d igunakan u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah atau t idak d imanfaatkan oleh p ihak la in . 

Pasal 4 
(1) Penjualan barang m i l i k daerah d i l akukan secara lelang, kecual i da lam ha l 

ter tentu. 

(2) Lelang, sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang 
m i l i k daerah yang te rbuka u n t u k u m u m dengan penawaran harga secara 
ter tu l i s dan/atau l isan yang semakin meningkat a tau m e n u r u n u n t u k 
mencapai harga tert inggi. 

(3) Lelang sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan setelah 
d i l akukan pengumuman lelang dan d i hadapan pejabat lelang. 



(4) Pengecualian dalam ha l ter tentu sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
me l iput i : 

a. Barang m i l i k daerah yang bersifat k h u s u s sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

b. Barang mi l i k daerah la innya yang d i te tapkan lebih l an ju t oleh 
Walikota. 

(5) Barang m i l i k daerah yang bersifat khusus , sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4) h u r u f a adalah barang-barang yang d i a tu r secara k h u s u s sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara la in ya i tu : 
a. Rumah negara golongan III yang d i jua l kepada penghuninya yang sah. 
b. Kendaraan perorangan dinas yang d i jua l kepada: 

1. Walikota; 
2. Waki l Wal ikota; 
3. man tan Walikota; 
4. man tan Waki l Walikota; dan 
5. pegawai ASN. 

(6) Barang m i l i k daerah la innya, sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f 
b antara la in ya i tu : 
a. tanah dan/atau bangunan yang akan d igunakan u n t u k kepentingan 

u m u m ; 
b. tanah kavl ing yang m e n u r u t perencanaan awal pengadaannya 

d igunakan u n t u k pembangunan perumahan pegawai negeri s ip i l 
pemer intah daerah yang bersangkutan, sebagaimana t e rcantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai ak ibat dar i keadaan kahar 
(force majeure); 

d. bangunan yang berdir i d i atas t anah p ihak la in yang d i jua l kepada 
p ihak la in pemil ik tanah tersebut; 

e. has i l bongkaran bangunan atau bangunan yang akan d ibangun 
kembal i ; a tau 

f. selain tanah dan/atau bangunan yang t idak memi l ik i b u k t i 
kepemi l ikan dengan n i l a i wajar pal ing t inggi Rp 1.000.000 (satu j u t a 
rupiah) per u n i t . 

Pasal 5 
(1) Dalam rangka penjualan barang m i l i k daerah d i l akukan peni laian u n t u k 

mendapatkan n i l a i wajar. 
(2) Dikecual ikan dar i ke tentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah 

bagi penjualan barang m i l i k daerah berupa tanah yang d iper lukan u n t u k 
pembangunan r u m a h susun sederhana, yang n i la i j u a l n y a d i te tapkan 
oleh Wal ikota berdasarkan perh i tungan yang d i te tapkan sesuai ke tentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penentuan n i la i dalam rangka penjualan barang m i l i k daerah secara 
lelang sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4 ayat (1) d i l akukan dengan 
memperh i tungkan faktor penyesuaian. 



(4) Nilai sebagaimana d imaksud pada ayat (3) merupakan l imi t/batasan 
terendah yang d isampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan 
n i la i l im i t . 

(5) Nilai l imi t/batasan terendah sebagaimana d imaksud pada ayat (4) adalah 
harga m i n i m a l barang yang akan dilelang. 

(6) Nilai l im i t sebagaimana d imaksud pada ayat (5) d i te tapkan oleh Walikota 
selaku penjual . 

Pasal 6 
(1) Penilaian barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1), berupa tanah dan/atau bangunan d i l akukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah; a tau 
b. Penilai Publ ik yang d i te tapkan oleh Wal ikota; 

(2) Penilai Publik, sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b adalah 
Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunya i iz in p rak t i k Penilaian 
dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang d i a k u i oleh pemer intah. 

(3) Penilaian barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan u n t u k mendapatkan n i l a i wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Ni lai wajar sebagaimana d imaksud pada ayat (3) yang diperoleh dar i hasi l 
peni laian menjadi tanggung jawab Penilai. 

Pasal 7 
(1) Penilaian barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 ayat 

(1), selain tanah dan/atau bangunan d i l akukan oleh T im yang di tetapkan 
oleh Wal ikota, dan dapat mel ibatkan Penilai yang d i te tapkan Walikota. 

(2) T im sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah pani t ia penaksir harga 
yang u n s u r n y a terd i r i dar i SKPD/Unit Kerja terkai t . 

(3) Penilai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah 
a tau Penilai Publ ik. 

(4) Penilaian barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan u n t u k mendapatkan n i l a i wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Apabila penilaian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i l akukan oleh 
Pengguna Barang tanpa mel ibatkan Penilai, maka hasi l peni laian barang 
m i l i k daerah hanya merupakan n i la i taks i ran . 

(6) Hasi l peni la ian barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i te tapkan oleh Walikota. 

Pasal 8 
(1) Barang m i l i k daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang t idak l aku 

d i jua l pada lelang pertama, d i l akukan lelang u lang sebanyak l (satu) ka l i . 
(2) Pada pelaksanaan lelang u lang sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat d i l akukan peni laian ulang. 



(3) Da lam ha l setelah pelaksanaan lelang ulang, barang m i l i k daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak l aku di jual , Pengelola Barang 
men indak lan ju t i dengan penjualan tanpa lelang, t u k a r menukar , h ibah , 
penyertaan modal a tau pemanfaatan. 

(4) Pengelola Barang dapat me lakukan kegiatan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) atas barang m i l i k daerah setelah mendapat persetujuan Walikota. 

Pasal 9 
(1) Barang mi l i k daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang t idak 

l a k u di jual pada lelang pertama, d i l akukan lelang u lang sebanyak 1 (satu) 
ka l i . 

(2) Pelaksanaan lelang u lang sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d i l akukan peni la ian ulang. 

(3) Dalam ha l setelah pelaksanaan lelang u lang sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) t idak l a k u d i jua l , Pengelola Barang men indak lan ju t i dengan 
penjualan tanpa lelang, t u k a r menukar , h ibah , a tau penyertaan modal. 

(4) Pengelola Barang dapat me lakukan kegiatan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) atas barang m i l i k daerah selain tanah dan/atau bangunan 
setelah mendapat persetujuan Wal ikota u n t u k masing-masing kegiatan 
bersangkutan. 

(5) Da lam ha l penjualan tanpa lelang, t u k a r menukar , h ibah , a tau 
penyertaan modal , sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t idak dapat 
d i laksanakan, maka dapat d i l akukan pemusnahan. 

Pasal 10 
(1) Hasi l penjualan barang mi l i k daerah wajib disetorkan se luruhnya ke 

rekening Kas U m u m Daerah. 
(2) Dalam ha l barang m i l i k daerah berada pada Badan Layanan U m u m 

Daerah maka: 
a. Pendapatan daerah dar i penjualan barang m i l i k daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan u m u m sesuai dengan tugas dan fungsi 
Badan Layanan U m u m Daerah merupakan penerimaan daerah yang 
disetorkan se luruhnya ke rekening kas Badan Layanan U m u m 
Daerah. 

b. Pendapatan daerah dar i penjualan barang m i l i k daerah dalam rangka 
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan U m u m 
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan se luruhnya 
ke rekening Kas U m u m Daerah. 

Bagian Kedua 
Objek Penjualan 

Pasal 11 
(1) Objek penjualan adalah barang m i l i k daerah yang berada pada Pengelola 

Barang /Pengguna Barang, me l iput i : 
a. tanah dan/atau bangunan; 



b. selain t anah dan/atau bangunan. 
(2) Penjualan barang m i l i k daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d i l akukan dengan 
persyaratan sebagai ber ikut : 
a. memenuh i persyaratan teknis : 
b. memenuhi persyaratan ekonomis, y a k n i secara ekonomis leb ih 

menguntungkan bagi daerah apabi la barang m i l i k daerah di jual , 
karena biaya operasional dan pemel iharaan barang lebih besar 
dar ipada manfaat yang diperoleh; dan 

c. memenuh i persyaratan yur id i s , y a k n i barang m i l i k daerah t idak 
terdapat permasalahan h u k u m . 

(3) Syarat teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a antara la in : 
a. lokasi t anah dan/atau bangunan sudah t idak sesuai dengan tata 

ruang wi layah; 
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan t idak dapat 

d igunakan da lam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan tugas pemer intahan daerah; 

c. tanah kavl ing yang m e n u r u t awal perencanaan pengadaannya 
d i p e r u n t u k k a n bagi pembangunan perumahan pegawai negeri 
pemer intah daerah yang bersangkutan; 

d. bangunan berdir i d i atas tanah m i l i k p ihak la in ; a tau 
e. barang mi l i k daerah yang menganggur (idle) t idak dapat d i l akukan 

penetapan status penggunaan atau pemanfaatan. 
(4) Penjualan barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau bangunan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d i l akukan dengan 
persyaratan sebagai ber ikut : 
a. memenuh i persyaratan teknis: 
b. memenuh i persyaratan ekonomis, y a k n i secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang m i l i k daerah 
d i jua l , karena biaya operasional dan pemel iharaan barang lebih besar 
daripada manfaat yang diperoleh; dan 

c. memenuhi persyaratan yur id is , y a k n i barang m i l i k daerah t idak 
terdapat permasalahan h u k u m . 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f a antara 
la in : 
a. barang m i l i k daerah secara fisik t idak dapat d igunakan karena rusak, 

dan t idak ekonomis apabila d iperbaik i ; 
b. barang m i l i k daerah secara teknis t idak dapat d i gunakan lagi ak ibat 

modernisasi ; 
c. barang m i l i k daerah t idak dapat d i gunakan dan d imanfaatkan karena 

mengalami perubahan da lam spesiflkasi ak ibat penggunaan, seperti 
terk ik is , hangus, dan la in- la in sejenisnya; a tau 

d. barang m i l i k daerah t idak dapat d i gunakan dan d imanfaatkan karena 
mengalami pengurangan da lam t imbangan/ukuran disebabkan 
penggunaan a tau susut da lam peny impanan atau pengangkutan. 



Pasal 12 
Penjualan barang m i l i k daerah berupa tanah kavl ing yang m e n u r u t awal 
perencanaan pengadaannya d i p e r u n t u k k a n bagi pembangunan perumahan 
pegawai negeri pemer intah daerah yang bersangkutan sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 4 ayat (6) h u r u f b d i l akukan dengan persyaratan: 
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan b u k t i perencanaan 

awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan d igunakan u n t u k 
pembangunan perumahan pegawai negeri pemer intah daerah yang 
bersangkutan; dan 

b. penjualan d i laksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri 
s ipi l pemer intah daerah yang bersangkutan yang d i te tapkan oleh 
Walikota. 

Pasal 13 
(1) Penjualan barang m i l i k daerah berupa kendaraan bermotor dinas 

operasional dapat d i laksanakan apabi la telah memenuh i persyaratan, 
y a k n i berusia pal ing s ingkat 7 (tujuh) t a h u n . 

(2) Usia 7 (tujuh) t a h u n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah: 
a. t e rh i tung mu la i tanggal, bu lan , dan t a h u n perolehannya sesuai 

dokumen kepemi l ikan, u n t u k perolehan da lam kondis i ba ru ; a tau 
b. t e rh i tung mu la i tanggal, bu lan , dan t a h u n pembuatannya sesuai 

dokumen kepemi l ikan, u n t u k perolehan t idak dalam kondis i baru . 
(3) Dalam ha l barang m i l i k daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat 

dengan sisa kondis i f is ik setinggi-tingginya 30 % (tiga p u l u h persen), 
maka penjualan kendaraan bermotor dapat d i l akukan sebelum berusia 7 
(tujuh) t a h u n . 

(4) Penjualan kendaraan bermotor d i l akukan sebelum berusia 7 (tujuh) 
t a h u n sebagaimana d imaksud pada ayat (3) berdasarkan surat 
keterangan ter tu l is dar i instans i yang berkompeten. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penjualan Barang M i l i k Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 14 
Pelaksanaan penjualan barang m i l i k daerah yang berada pada Pengelola 
Barang d i l akukan berdasarkan: 
a. In is iat i f Wal ikota; a tau 
b. Permohonan p ihak la in . 

Pasal 15 
(1) Penjualan barang m i l i k daerah pada Pengelola Barang diawal i dengan 

membuat perencanaan penjualan yang me l iput i antara la in : 
a. data barang m i l i k daerah; 
b. pert imbangan penjualan; dan 



c. pert imbangan dar i aspek teknis, ekonomis, dan yur id i s oleh Pengelola 
Barang. 

(2) Pengelola Barang menyampaikan usu lan penjualan kepada Walikota 
disertai perencanaan penjualan sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

Pasal 16 
(1) Wal ikota me lakukan penelit ian atas usu lan penjualan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 15 ayat (2). 
(2) Dalam me lakukan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

Wal ikota membentuk T im u n t u k me lakukan penel i t ian. 
(3) Penelitian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) me l iput i : 

a. penel it ian data administrat i f ; 
b. penel it ian fisik. 

Pasal 17 
(1) Penelitian admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud da lam Pasal 16 ayat (3) 

h u r u f a d i l akukan u n t u k menel i t i : 
a. s tatus dan b u k t i kepemi l ikan, gambar s i tuasi termasuk lokasi tanah, 

luas, n i la i perolehan tanah , dan data ident i tas barang, u n t u k data 
barang m i l i k daerah berupa tanah ; 

b. t a h u n perolehan, j en is kons t ruks i , luas, n i l a i perolehan bangunan, 
n i l a i b u k u , dan data identitas barang, u n t u k data barang m i l i k daerah 
berupa bangunan; dan 

c. t a h u n perolehan, j u m l a h , n i la i perolehan, n i la i b u k u , dan data 
identitas barang, u n t u k data barang m i l i k daerah berupa selain tanah 
dan/atau bangunan. 

(2) Penelitian fisik sebagaimana d imaksud da lam Pasal 16 ayat (3) h u r u f b 
d i l akukan dengan cara mencocokkan fisik barang m i l i k daerah yang akan 
d i jua l dengan data admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Hasil penel it ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan (2) d i tuangkan 
oleh T im da lam Berita Acara Penelitian u n t u k selanjutnya d isampaikan 
kepada Wal ikota mela lui Pengelola Barang. 

Pasal 18 
(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

17 ayat (3), Wal ikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai 
u n t u k me lakukan peni laian atas barang mi l i k daerah yang akan di jual . 

(2) Hasil peni laian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i jad ikan sebagai 
dasar penetapan n i la i l im i t penjualan barang m i l i k daerah. 

Pasal 19 
(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang 

mi l ik daerah kepada Walikota. 
(2) Apabila penjualan barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) memer lukan persetujuan DPRD, Wal ikota terlebih d a h u l u mengajukan 
permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. 



(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i l akukan terhadap: 
a. t anah dan/atau bangunan; 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang berni la i lebih dar i 

Rp5.000.000.000,- ( l ima mi l iar rup iah ) . 
(4) Apabila persetujuan Wal ikota sebagaimana d imaksud pada ayat (1) atau 

persetujuan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) melebihi batas 
w a k t u hasi l peni laian, maka sebelum d i l akukan penjualan terlebih 
d a h u l u harus d i l akukan peni laian ulang. 

(5) Apabila hasi l peni laian u lang sebagaimana d imaksud pada ayat (4) lebih 
t inggi, a tau sama, atau lebih rendah dengan has i l penilaian sebelumnya 
yang d ia jukan kepada DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
Wal ikota t idak per lu mengajukan permohonan ba ru persetujuan 
penjualan barang m i l i k daerah kepada DPRD. 

(6) Wal ikota melaporkan hasi l peni laian u lang sebagaimana d imaksud pada 
ayat (5) kepada DPRD. 

(7) Dalam ha l permohonan penjualan barang m i l i k daerah t idak d isetu ju i , 
Wal ikota menyampaikan secara ter tu l is kepada Pengelola Barang disertai 
dengan alasannya. 

Pasal 20 
(1) Wal ikota menetapkan keputusan terhadap barang m i l i k daerah yang 

akan d i jua l berdasarkan hasi l penel i t ian yang d i tuangkan da lam Berita 
Acara Penelitian sebagaimana d imaksud da lam Pasal 17 ayat (3) dan 
persetujuan sebagaimana d imaksud da lam 19 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Keputusan penjualan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing sedikit 
memuat : 
a. data barang m i l i k daerah yang akan d i jua l ; 
b. n i l a i perolehan dan/atau n i la i b u k u barang m i l i k daerah; dan 
c. n i l a i l im i t penjualan dar i barang m i l i k daerah. 

Pasal 21 
(1) Apabila keputusan penjualan oleh Wal ikota sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 20 ayat (1) merupakan penjualan barang m i l i k daerah yang 
d i l akukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan 
penjualan barang m i l i k daerah dengan cara lelang kepada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

(2) Apabila keputusan penjualan oleh Wal ikota sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan penjualan barang m i l i k daerah yang 
d i l akukan tanpa lelang, Pengelola Barang me lakukan penjualan barang 
m i l i k daerah secara langsung kepada calon pembeli . 

(3) Penjualan barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) d i l akukan serah ter ima barang berdasarkan: 
a. Risalah lelang, apabi la penjualan barang mi l i k daerah d i l akukan 

secara lelang; dan 



b. Akta j u a l beli, apabi la penjualan barang m i l i k daerah d i l akukan tanpa 
lelang. 

Pasal 22 
(1) Serah ter ima barang sebagaimana d imaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

d i tuangkan da lam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usu lan penghapusan barang 
m i l i k daerah kepada Walikota. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penjualan Barang Mi l ik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 23 
(1) Penjualan barang m i l i k daerah pada Pengguna Barang diawal i dengan 

meny iapkan permohonan penjualan, antara la in : 
a. data barang m i l i k daerah; 
b. pert imbangan penjualan; dan 
c. pert imbangan dar i aspek teknis, ekonomis, dan yur id i s oleh 

Pengguna Barang. 
(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usu lan 

permohonan penjualan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada 
Walikota. 

(3) Tata cara penjualan barang m i l i k daerah pada Pengelola Barang 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 ber laku 
muta t i s dan mutand i s pada tata cara penjualan barang m i l i k daerah pada 
Pengelola Barang. 

Pasal 24 
(1) Serah ter ima barang, penjualan barang m i l i k daerah pada Pengguna 

Barang d i tuangkan da lam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usu lan penghapusan barang m i l i k 
daerah kepada Pengelola Barang. 

Bagian Kel ima 
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara 
dan Pegawai Aparatur Sipi l Negara (ASN) 

Pasal 25 
(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat d i jual tanpa melalui 

lelang kepada pejabat negara dan man tan pejabat negara, adalah: 
a. telah berusia pal ing singkat 4 (empat) t a h u n : 



1. t e rh i tung mu la i tanggal, bu lan , t a h u n perolehannya, u n t u k 
perolehan dalam kondis i ba ru ; a tau 

2. t e rh i tung mu la i tanggal, bu lan , t a h u n pembuatannya, u n t u k 
perolehan selain tersebut pada angka 1. 

b. sudah t idak d igunakan lagi u n t u k pelaksanaan tugas. 
(2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat d i jua l tanpa melalui 

lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia pal ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n : 
a. t e rh i tung mu la i tanggal, bu lan , t a h u n perolehannya, u n t u k perolehan 

da lam kondis i ba ru ; a tau 
b. t e rh i tung mu la i tanggal, bu lan , t a h u n pembuatannya, u n t u k 

perolehan selain tersebut pada h u r u f a. 

Pasal 26 
(1) Kendaraan perorangan dinas dapat d i jua l tanpa mela lui lelang kepada: 

a. pejabat negara; 
b. man tan pejabat negara; a tau 
c. pegawai ASN. 

(2) Pejabat Negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, ya i tu : 
a. Wal ikota; 
b. Waki l Wal ikota. 

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, 
ya i tu : 
a. Mantan Walikota; 
b. Mantan Waki l Wal ikota. 

(4) Pegawai Aparatur Sipi l Negara (ASN) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 

(5) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 
adalah Sekretaris Daerah Provinsi. 

Pasal 27 
(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas 

tanpa mela lu i lelang adalah: 
a. telah memi l ik i masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) 

t a h u n a tau lebih secara b e r t u r u t - t u r u t , t e rh i tung mu la i tanggal 
d i te tapkan menjadi Pejabat Negara; 

b. t i dak sedang atau t idak pernah d i t u n t u t t indak p idana dengan 
ancaman h u k u m a n pidana penjara pal ing singkat 5 (lima) t a h u n . 

(2) Secara b e r t u r u t - t u r u t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
adalah secara berkelanjutan menjalani masa j aba tan pada instans i yang 
sama atau pada instans i yang berbeda. 

Pasal 28 
(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan 

perorangan dinas pada t a h u n terakhir periode j aba tan Pejabat Negara. 



(2) T a h u n terakhir periode j aba tan Pejabat Negara sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) adalah t a h u n terakhir pada periode j aba tan Pejabat Negara 
sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kendaraan perorangan dinas yang d i jua l tanpa mela lu i lelang pal ing 
banyak 1 (satu) u n i t kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, u n t u k 
t iap penjualan yang d i l akukan . 

Pasal 29 
(1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membel i kendaraan perorangan dinas 

tanpa mela lui lelang memenuhi persyaratan: 
a. telah memi l ik i masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) 

t a h u n atau lebih secara b e r t u r u t - t u r u t , t e rh i tung mu la i tanggal 
d i te tapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhi rnya masa 
j aba tan ; 

b. be lum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa mela lui 
lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; 

c. t idak sedang a tau t idak pernah d i t u n t u t t indak pidana dengan 
ancaman h u k u m a n pidana penjara pal ing singkat 5 (lima) t a h u n ; dan 

d. t idak d iberhent ikan dengan t idak hormat dar i jabatannya. 
(2) Secara b e r t u r u t - t u r u t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 

adalah secara berkelanjutan menjalani masa j aba tan pada instansi yang 
sama atau pada instansi yang berbeda. 

Pasal 30 
(1) Kendaraan perorangan dinas yang d i jua l tanpa mela lui lelang kepada 

man tan Pejabat Negara pal ing banyak 1 (satu) u n i t kendaraan bagi 1 
(satu) orang mantan Pejabat Negara, u n t u k t iap penjualan yang 
d i l akukan . 

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan 
perorangan dinas pal ing lama 1 (satu) t a h u n sejak berakhi rnya masa 
j aba tan Pejabat Negara yang bersangkutan. 

Pasal 31 
(1) Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa 

mela lu i lelang memenuh i persyaratan: 
a. telah memi l ik i masa kerja atau masa pengabdian selama 15 ( l ima 

belas) t a h u n atau lebih secara b e r t u r u t - t u r u t , t e rh i tung mu la i tanggal 
d i te tapkan sebagai pegawai negeri s ip i l ; 

b. te lah menduduk i , Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pal ing s ingkat 5 
(lima) t a h u n ; dan 

c. t i dak sedang a tau t idak pernah d i t u n t u t t indak pidana dengan 
ancaman h u k u m a n pidana penjara pal ing s ingkat 5 (lima) t a h u n . 

(2) Masa j aba tan pal ing sedikit 5 (lima) t a h u n sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f b adalah masa j aba tan baik da lam instans i yang sama atau 
pada instans i yang berbeda sebagai Jabatan P impinan Tinggi Madya. 



Pasal 32 
Pengguna Barang menentukan harga j u a l kendaraan perorangan dinas yang 
di jual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang 
d i l akukan tanpa mela lui lelang dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. kendaraan dengan u m u r 4 (empat) t a h u n sampai dengan 7 (tujuh) t a h u n , 

harga jua lnya adalah 4 0 % (empat p u l u h persen) dar i n i l a i wajar 
kendaraan; 

b. kendaraan dengan u m u r leb ih dar i 7 (tujuh) t a h u n , harga j u a l n y a adalah 
2 0 % (dua p u l u h persen) dar i n i l a i wajar kendaraan. 

Pasal 33 
Pembayaran atas penjualan barang m i l i k daerah berupa kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang d i l akukan dengan: 
a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; 
b. pembayaran secara angsuran pal ing lama 2 (dua) t a h u n , bagi pegawai 

ASN. 

Pasal 34 
Pembayaran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 33 d i l akukan mela lu i 
penyetoran ke rekening Kas U m u m Daerah: 
a. pa l ing lama 1 (satu) bu l an t e rh i tung sejak tanggal ber lakunya surat 

persetujuan penjualan, u n t u k pembayaran sekaligus; dan 
b. sesuai mekanisme yang d ia tur dalam perjanj ian antara Pengguna Barang 

dengan pegawai ASN, u n t u k pembayaran angsuran. 

Pasal 35 
Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 34 be lum lunas dibayar, maka: 
a. kendaraan tersebut mas ih berstatus sebagai barang m i l i k daerah; 
b. kendaraan tersebut tetap d igunakan u n t u k keper luan dinas; 
c. biaya perbaikan/pemel iharaan menjadi tanggung jawab Pejabat 

Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan 
d. kendaraan tersebut d i larang u n t u k d ip indahtangankan, disewakan, 

d ip in jamkan, atau d i j aminkan kepada p ihak la in . 

Pasal 36 
(1) Pejabat Negara dan man tan Pejabat yang t idak memenuh i syarat 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 33 h u r u f a, Pasal 34 h u r u f a, dan 
Pasal 35, d icabut haknya u n t u k membel i kendaraan perorangan dinas. 

(2) Pegawai ASN yang t idak memenuh i ketentuan sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 33 h u r u f b, Pasal 34 h u r u f b, dan Pasal 35 d icabut haknya 
u n t u k membel i kendaraan perorangan dinas tersebut dan angsuran yang 
telah d ibayarkan t idak dapat d ikemba l ikan . 



(3) Kendaraan perorangan dinas yang bata l dibel i oleh Pejabat 
Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dan 
oleh Pegawai ASN sebagaimana d imaksud pada ayat (2), d igunakan 
kembal i u n t u k pelaksanaan tugas. 

Pasal 37 
(1) Biaya yang telah d ike luarkan oleh pemer intah daerah u n t u k perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam j angka w a k t u 1 
(satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan 
Pejabat Negara a tau Pegawai ASN yang membel i kendaraan perorangan 
dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga j u a l 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32. 

(2) Biaya yang telah d ike luarkan oleh pemer intah daerah u n t u k perbaikan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan 
r u t i n atas kendaraan perorangan dinas. 

Pasal 38 
(1) Pejabat Negara a tau Pegawai ASN yang pernah membel i kendaraan 

perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) u n i t kendaraan perorangan 
dinas tanpa melalui lelang setelah j angka w a k t u 10 (sepuluh) t a h u n sejak 
pembelian yang pertama. 

(2) Pembelian kembal i atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukan sepanjang Pejabat Negara 
tersebut mas ih akt i f sebagai Pejabat Negara secara berke lanjutan. 

Pasal 39 
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang di jual tanpa mela lu i lelang 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 25, d iawal i dengan pengajuan 
permohonan penjualan oleh: 
a. Pejabat Negara, pada t a h u n terakhir periode j aba tan Pejabat Negara; 
b. Mantan Pejabat Negara, pal ing lama 1 (satu) t a h u n sejak berakhi rnya 

masa j aba tan Pejabat Negara yang bersangkutan; 
c. Pegawai ASN. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan oleh: 
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; 
b. Mantan Pejabat Negara kepada Wal ikota; dan 
c. Pegawai ASN kepada Pengguna Barang. 

(3) Surat Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) memuat antara 
la in : 
a. data pr ibadi , berupa nama, j aba tan , alamat, dan tempat/tanggal lahir ; 

dan 
b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas. 



Pasal 40 
(1) Surat Permohonan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 39 ayat (3) 

d i l ampi r i dokumen pendukung . 
(2) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bagi Pejabat 

Negara/mantan pejabat negara, antara la in : 
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara a tau 

surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara; 
b. fotokopi k a r t u identitas; 
c. surat pernyataan yang menyatakan be lum pernah membeli a tau 

pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah 
jangka wak tu 10 (sepuluh) t a h u n sejak pembelian pertama bagi 
Pejabat Negara; 

d. dalam ha l Pejabat Negara mengajukan pembelian kembal i kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang, d i l amp i rkan fotokopi surat keputusan 
pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan 
jangka wak tu 10 (sepuluh) t a h u n sejak pembelian pertama kendaraan 
perorangan dinas sebagaimana d imaksud pada h u r u f c; 

e. surat pernyataan yang menyatakan be lum pernah membeli kendaraan 
perorangan dinas tanpa mela lui lelang pada saat yang bersangkutan 
menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan 

f. surat pernyataan yang menyatakan t idak sedang a tau t idak pernah 
d i t u n t u t t indak pidana dengan ancaman h u k u m a n pidana penjara 
pal ing singkat 5 (lima) t a h u n . 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bagi pegawai 
ASN, antara la in : 
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah 

Provinsi; 
b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipi l ; 
c. fotokopi k a r t u identitas; 
d. surat pernyataan yang menyatakan be lum pernah membeli a tau 

pernah membel i kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah 
j angka w a k t u 10 t a h u n sejak pembelian pertama; dan 

e. surat pernyataan yang menyatakan t idak sedang atau t idak pernah 
d i t u n t u t t indak p idana dengan ancaman h u k u m a n pidana penjara 
pal ing singkat 5 (lima) t a h u n . 

Pasal 41 
(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 39 

ayat (3), Pengguna Barang me lakukan persiapan permohonan penjualan, 
antara la in : 
a. data adminis tras i kendaraan perorangan dinas; dan 
b. penjelasan dan pert imbangan penjualan kendaraan perorangan dinas 

tanpa mela lui lelang. 



(2) Da lam ha l persiapan permohonan penjualan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang mela lu i Pengelola Barang 
mengajukan usu lan penjualan kepada Wal ikota selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang mi l i k daerah disertai : 
a. fotokopi B u k u Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): 
c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3); 
d. r inc ian biaya yang telah d ike luarkan oleh pemer intah daerah u n t u k 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibel i da lam jangka 
w a k t u 1 (satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan; dan 

e. surat pernyataan dar i pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan 
pengganti. 

(3) Wal ikota me lakukan penel i t ian atas usu lan permohonan penjualan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2). 

(4) Da lam me lakukan penel i t ian sebagaimana d imaksud pada ayat (3), 
Wal ikota membentuk T im u n t u k : 
a. me lakukan penel i t ian kelayakan alasan dan pert imbangan 

permohonan penjualan barang m i l i k daerah; dan 
b. me lakukan penel i t ian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan 

perorangan dinas yang akan d i jua l dengan data administrat i f . 
(5) Hasi l penel i t ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i tuangkan dalam 

beri ta acara hasi l penel i t ian u n t u k selanjutnya d isampaikan kepada 
Wal ikota mela lu i Pengelola Barang. 

(6) Wal ikota mela lu i Pengelola Barang menugaskan Penilai u n t u k me lakukan 
peni la ian atas kendaraan perorangan dinas yang akan d i jua l . 

(7) Hasi l peni la ian sebagaimana d imaksud pada ayat (6) d i jad ikan sebagai 
dasar penetapan n i l a i l im i t penjualan barang m i l i k daerah. 

Pasal 42 
(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 

berdasarkan hasi l penel i t ian dan peni la ian sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7) kepada Wal ikota sesuai batas 
kewenangannya. 

(2) Apabi la persetujuan Wal ikota sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
melebihi batas w a k t u hasi l peni la ian, maka sebelum d i l akukan penjualan 
terlebih d a h u l u harus d i l akukan peni laian ulang. 

(3) Wal ikota menyetu ju i dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang 
akan d i jua l berdasarkan hasi l penel it ian dan peni la ian sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pa l ing sedikit memuat: 
a. data kendaraan perorangan dinas; 
b. n i l a i perolehan; 
c. n i l a i b u k u ; 
d. harga j u a l kendaraan perorangan dinas; dan 



e. r inc ian biaya yang telah d ike luarkan pemerintah daerah u n t u k 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibel i dalam jangka 
w a k t u 1 (satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 37 ayat (1) u n t u k Pejabat Negara 
dan pegawai ASN. 

(4) Dalam hal Wal ikota t idak menyetujui penjualan kendaraan perorangan 
dinas tanpa mela lui lelang Wal ikota member i tahukan secara ter tu l is 
kepada pemohon mela lu i Penggelola Barang. 

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana d imaksud pada ayat (3), Pengelola 
Barang me lakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada 
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara. 

(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana d imaksud pada ayat (3), Pengguna 
Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas 
yang d i tandatangani Wal ikota dengan pegawai ASN. 

(7) Perjanjian sebagaimana d imaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. identitas pegawai ASN; 
b. data kendaraan perorangan dinas; 
c. bentuk pembayaran dan jangka w a k t u ; dan 
d. hak dan kewajiban kedua belah p ihak. 

Pasal 43 
(1) Pejabat Negara me lakukan pembayaran ke Kas U m u m Daerah, terd i r i 

dar i : 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga j u a l kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 32; dan 
b. biaya yang telah d ike luarkan oleh pemerintah daerah u n t u k 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibel i dalam jangka 
w a k t u 1 (satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 

(2) Mantan Pejabat Negara me lakukan pembayaran ke Kas U m u m Daerah 
sesuai harga j u a l kendaraan perorangan dinas sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 32. 

(3) Pegawai ASN me lakukan pembayaran ke Kas U m u m Daerah, te rd i r i dar i : 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga j u a l kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32; dan 
b. biaya yang telah d ike luarkan oleh pemer intah daerah u n t u k 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka 
w a k t u 1 (satu) t a h u n sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 

(4) Serah ter ima barang d i laksanakan setelah lunas dibayar yang 
d i b u k t i k a n dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dar i 
Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

(5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usu lan penghapusan 
barang mi l i k daerah sebagai t indak lan ju t serah ter ima barang 
sebagaimana d imaksud pada ayat (4). 



(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang me lakukan pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan 
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Kendaraan perorangan dinas yang t idak d i l akukan penjualan dengan 
mekanisme sebagaimana d ia tu r dalam Pasal 25 serta t idak d igunakan 
u n t u k penyelenggaraan tugas, dapat d i l akukan penjualan secara lelang. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Penjualan Barang Sisa Bongkaran 

Pasal 44 
(1) Penjualan barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau bangunan berupa 

bongkaran bangunan yang berasal dar i : 
a. barang mi l i k daerah berupa bangunan yang berdir i d i atas tanah 

Pihak Lain atau Pemerintah Daerah dan Pihak Lain a tau Pemerintah 
Daerah tersebut akan menggunakan tanah tersebut; 

b. barang m i l i k daerah berupa bangunan dalam kondis i rusak berat 
dan/ atau membahayakan l ingkungan sekitar; 

c. barang mi l i k daerah berupa bangunan yang berdir i d i atas tanah yang 
menjadi objek pemanfaatan da lam ben tuk Kerja Sama Pemanfaatan, 
Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyedia 
In f ras t ruktur ; 

d. barang mi l i k daerah berupa bangunan karena anggaran u n t u k 
bangunan pengganti sudah disediakan da lam dokumen 
penganggaran; a tau 

e. barang m i l i k daerah berupa sebagian dar i bangunan yang akan 
direhabil i tasi/renovasi karena anggaran u n t u k rehabil i tasi/renovasi 
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. 

d i l akukan sesuai tahapan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23. 
(2) Penjualan barang m i l i k daerah selain tanah dan/ atau bangunan berupa 

bongkaran bangunan d i l akukan dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. permohonan persetujuan penjualan barang m i l i k daerah d ia jukan 

oleh Pengguna Barang kepada Wal ikota da lam satu kesatuan dengan 
permohonan persetujuan penghapusan barang mi l i k daerah; 

b. persetujuan Wal ikota atas permohonan penjualan menjadi satu 
kesatuan dengan persetujuan Penghapusan bangunan; 

c. Pengguna Barang dan Pengelola Barang me lakukan penghapusan 
barang m i l i k daerah tersebut dar i Daftar Barang Pengguna dan dar i 
Daftar Barang Mi l ik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan d i b idang penghapusan barang mi l i k 
daerah. 



BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 45 
Pada saat Peraturan in i m u l a i ber laku, maka: 
a. Pelaksanaan penjualan barang m i l i k daerah harus disesuaikan dengan 

peraturan i n i ; 
b. Pelaksanaan penjualan barang m i l i k daerah yang telah mendapatkan 

persetujuan Wal ikota sebelum Peraturan Wal ikota i n i ber laku, d inyatakan 
tetap ber laku; dan 

c. Ketentuan teknis pengelolaan Barang Mi l ik Daerah yang te lah ada 
sebelum ber lakunya Peraturan Wal ikota i n i , sepanjang be lum d ia tur lebih 
lan ju t dan t idak bertentangan dengan Peraturan Wal ikota i n i mas ih tetap 
dapat d i laksanakan. 

Peraturan Wal ikota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Wal ikota i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Bima. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Di te tapkan d i Kota B ima 
pada tanggal 2& Felp\rucnri 2018 

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIS H. ABIDIN 

D iundangkan d i Kota B ima 
pada tanggal 2£ ffebwxari 2018 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, 

SYAMSUDDIN 
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR .H?J 


